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ABSTRAK 
ANDI NUR OKTARIA (B 111 11 417). “Perlindungan Hukum Hak 
Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku”. Di bawah bimbingan Bapak 
Ahmadi Miru selaku Pembimbing I dan Bapak Hasbir Paserangi selaku 
Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum 
yang diberikan pemerintah kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau 
pihak-pihak terkait dalam suatu ciptaan buku dalam mengatasi tindakan 
pelanggaran hak cipta di toko jasa fotokopi buku dan toko buku serta 
untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak penyedia jasa dan toko 
fotokopi buku terhadap pelanggaran hak cipta buku. 
 Temuan yang diperoleh dari penelitian yaitu; 1) Perlindungan 
hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta, pemegang hak cipta, 
atau pihak terkait mengenai suatu ciptaan buku yaitu dilakukan dengan 
cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai 
hak cipta buku dan 2) Kedudukan hukum pihak toko jasa fotokopi dan toko 
buku yang menjual buku fotokopi tidaklah sesuai dengan undang-undang. 
Baik jasa fotokopi dan toko buku sebagian mengelak apabila melakukan 
kegiatan ilegal seperti penggandaan buku tanpa izin pencipta dengan 
alasan pendidikan dan banyaknya permintaan dari mahasiswa.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan 
kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. 
Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual 
terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan Hak Cipta.1 Hak 
kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman,Rahasia 
Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak 
Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra. 
Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual telah diakomodir melalui berbagai Peraturan Perundang-
undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 
tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 
Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral 
(moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang 
                                                          
1 Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk 
Penumbuhan Inovasi, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, hlm. 14. 
2 
melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau 
dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait 
telah dialihkan. Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta, pengertian  Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta 
yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu 
ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Suatu hasil karya cipta dalam bentuk buku dilindungi oleh Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang yang 
baru ini lebih menekankan kepada Pencipta itu sendiri terutama 
perlindungan hukum yang lebih lama dibandingkan dengan Undang-
Undang Hak Cipta sebelumnya.  Berdasarkan ketentuan yang ada, 
Pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan 
(performing rights) dan hak untuk memperbanyak (mechanical rights). 
Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya 
dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah 
ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.2 
Seorang Pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang 
telah diciptakannya. Maka dari itu setiap karya cipta yang terpublikasi 
senantiasa perlu sepengetahuan Pencipta. Saat ini keberadaan suatu 
karya cipta yang terpublikasi dan beredar di masyarakat tidak jarang 
merupakan hasil dari penggandaan  tanpa sepengetahuan Pencipta. 
Penggandaan buku sebagai sebuah karya cipta tanpa izin Pencipta telah 
menjadi suatu hal yang lumrah dan terkesan biasa saja di tengah 
masyarakat. Penggandaan ciptaan dilakukan oleh pelaku usaha dengan 
                                                          
2 Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47. 
3 
tujuan komersial sangat marak dilakukan. Hasil fotokopi buku ini telah 
banyak beredar di masyarakat karena tidak sulit mendapatkan buku versi 
murah ini. Peredaran fotokopi buku oleh pelaku usaha yang beredar di 
masyarakat tanpa seizin Pencipta tentu tidak dapat dibenarkan. 
Keberadaan buku yang dijual dari hasil fotokopi buku jelas telah 
melanggar hak Pencipta atas suatu ciptaannya. Penggandaan hasil 
fotokopi buku ini laris terjual dibandingkan dengan buku yang asli. Hak 
ekonomi yang dipegang oleh Pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas 
tersebut dikarenakan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku 
usaha yang menggandakan buku secara ilegal tersebut. 
Aktivitas penggandaan suatu karya cipta secara ilegal tentu akan 
sangat berpengaruh terhadap produktifitas Pencipta dalam menghasilkan 
karya cipta baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta 
tidak dihargai. Sehingga Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi 
untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam 
karyanya. Selain itu, fenomena seperti ini tentu berdampak negatif pada 
jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum di atas 
segala-galanya. Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di 
negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestarikan. Oleh karena itu 
diperlukan langkah praktis yang diperankan oleh seluruh elemen terkait 
dalam menciptakan perlindungan terhadap Pencipta atas karyanya.  
 
B. Rumusan Masalah 
1) Bagaimana Perlindungan Hukum Pencipta atas Buku yang di 
Fotokopi? 
2) Bagaimana Kedudukan Hukum Pelaku Usaha Fotokopi? 
4 
C. Tujuan Penelitian 
1) Untuk mengetahui perlindungan hukum Pencipta atas buku yang di 
fotokopi. 
2) Untuk mengetahui kedudukan hukum pelaku usaha fotokopi dalam 
penjualan fotokopi buku. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Diharapkan dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil atau dijadikan acuan dalam penelitian 
tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah: 
1) Manfaat Teoritis 
a) Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan hukum Hak Cipta pada umumnya dan Hukum 
Hak Cipta pada khususnya. 
b) Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka 
yang tertarik untuk mengkaji mengenai Hak Kekayaan 
Intelektual khususnya Hak Cipta Buku. 
2) Manfaat Praktis 
a) Agar Pencipta buku lebih memahami haknya dalam ciptaan 
buku sesuai dengan undang-undang yang baru. 
b) Agar para akademisi ataupun masyarakat secara umum lebih 
memahami Hak Cipta buku. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hak Kekayaan Intelektual 
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 
 Sejak dasawarsa delapan puluhan (era 1980-an), hak atas 
kekayaan intelektual (HKI) kian berkembang menjadi bahan pencaturan 
yang sangat menarik. Di bidang ekonomi, terutama industri dan 
perdagangan internasional, HKI menjadi demikian penting. Dalam 
hubungan antarbangsa, kaitannya yang erat dengan perdagangan 
internasional tidak jarang memberi warna politik tersendiri. Baik secara 
langsung ataupun tidak langsung, keadaan tadi secara lebih banyak telah 
memberikan pengaruh terhadap cara pandang HKI pada tingkat nasional. 
Upaya untuk melindungi HKI menjadi hal penting bagi negara-negara di 
dunia saat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perlindungan 
terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan terhadap 
kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan Internasional. Hal ini 
karena selanjutnya pertikaian HKI sudah tidak lagi menjadi masalah teknis 
hukum, tetapi juga menyangkut masalah pertikaian bisnis dan 
perengkuhan keuntungan.3 
Hak Kekayaan Intekektual adalah terjemahan resmi dari Intellectual 
Property Rights (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai 
Intellectual Eigendom.4 Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat 
dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang 
                                                          
3 Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, PT 
Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 3. 
4 Sophar Maru Hutagulung, 1956, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87. 
6 
timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut 
dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan 
sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu 
hak kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari 
 Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain 
Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu 
Pengetahuan, Seni, dan Sastra.5 
Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas 
sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.6. 
Jika ditelusuri lebih jauh , hak kekayaan intelektual sebenarnya 
merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda 
Immateril)7.  Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah 
yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai 
Intellectual Property Rights dan bersifat eksklusif.8  
Dalam kepustakaan Anglo Saxon ada dikenal sebutan Intellectual 
Property Rights yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa 
Indonesia yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual dan lebih tepatnya 
diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah 
kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam 
kepustakaan hukum karena tidak semua Hak Atas Kekyaan Intelektual 
merupakan hak milik dalam arti sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk 
memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu 
                                                          
5 Muhammad Ahkam Subroto, op.cit., hlm. 14. 
6 H. OK. Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 
Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9. 
7 Sophar Maru Hutagulung, op.cit., hlm. 105. 
8 H. OK. Saidin, op.cit., hlm. 10. 
7 
dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (rental rights), atau hak-hak lain 
yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.9 
Bila ditelusuri Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari 
benda. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke 
dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu adalah 
pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda 
tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang 
dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut 
paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap 
barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. 10 
Batasan Hak Kekayaan Intelektual adalah terpisahnya antara Hak 
Kekayaan Intelektual dengan hasil material yang menjadi jelmaannya. 
Yang dimaksudkan adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh 
dapat dikemukakan misalnya Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan 
(berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan hasil material yang menjadi 
bentuk jelmaannya adalah buku. 
Adapun definisi yang dirumuskan para ahli, Hak Kekayaan 
Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen yaitu adanya sebuah hak 
eksklusif yang diberikan oleh hukum, hak tersebut berkaitan dengan 
usaha manusia  yang didasarkan pada kemampuan intelektual dan 
kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.11  
                                                          
9 Ibid, hlm. 11. 
10 R.Soebekti dan R.Tjitrosudibio, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, 
Jakarta, hlm. 155.   
11 Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 
2.   
8 
WIPO (World Intellectual Property Organization), sebuah lembaga 
internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan 
HKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: 
invensi, karya sastra, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan di 
dalam perdagangan”.  
2. Perkembangan HKI  dalam Hukum Nasional 
 Menurut Hayyanul Haq, sesungguhnya teori yang menjadi dasar 
pengembangan Intellectual Property Rights adalah berasal dari teori John 
Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut: 1) Tuhan telah 
menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia; 2) Tuhan 
menciptaan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya 
untuk bisa survive (mempertahankan diri); 3) setiap manusia berhak untuk 
melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivetasnya; 4) 
setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi 
antar personal-personal yang ada; 5) hak personal itu tidak bisa diberikan 
atau dicabut oleh siapapun; 6) setiap orang harus menghormati hak itu 
sebagai hak personal.12 
Dari sudut pandng HKI penumbuhan aturan tersebut diperlukan 
karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan 
yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan 
mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk 
menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak. 
                                                          
12 Hasbir Paserangi, 2011, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat 
Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia, 
Rabbani Press, Jakarta, hlm. 168. 
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 Jika dilihat dari sisi nasional bahwa manusia Indonesia berperan 
sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan 
produktivitas merupakan sesuatu yang benar-benar ingin diwujudkan, 
maka penumbuhan dan pengembangan HKI dalam sistem hukum di 
Indonesia memiliki arti yang penting.  
 Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan 
hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap Hak Atas Kekayaan 
Intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-
komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun 
waktu tertentu orang hanya dapat menikmati atau menggunakan atau 
mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. 
 Adanya perlindungan hukum dimaksudkan agar pemilik hak dapat 
menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada 
gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau 
suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan 
ciptaan atau temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum 
pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenisnya, bentuk, atau 
produk, dan cara kerja atau proses, serta manfaat dari kekayaan itu. Ia 
dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan 
hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat ikut menikmati dan 
menggunakannya atas dasar izin atau bahkan mengembangkannya 
secara lebih lanjut. 
 Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi individu 
dan kepentingan masyarakat, sistem hak atas kekayaan intelektual 
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didasarkan pada prinsip-prinsip. Salah satunya adaah prinsip keadilan 
(the principle of natural justice). Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang 
atau kelompok penemu (inventor) sebuah penemuan (invention)  atau 
orang lain yang bekerja padanya dan membuahkan hasil dari kemampuan 
intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa 
materi (royalti) ataupun immateril (rasa aman karena dilindungi dan diakui 
atas hasil karyanya). Maka hukum memberikan perlindungan tersebut 
demi kepentingan Pencipta berupa kekuasaan untuk bertindak yang 
disebut hak. Hak tersebut melekat kepada pemiliknya.13 
 
3. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual 
a. Hak Cipta 
 1.) Pengertian Hak Cipta 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Bab I, 
Ketentuan Umum, tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa: “Hak 
Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”.14 
Kata “Hak Cipta” merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua 
suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk 
berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang”. 
                                                          
13 Suyud Margono & Amir Angkasa, op.cit., hlm. 8. 
14 Lihat ketentuan Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta 
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Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) 
untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian.15 
Simorangkir menerangkan di dalam bukunya “Hak Cipta” (1972) 
bahwa istilah Hak Cipta pertama-tama di Indonesia diusulkan pertama kali 
oleh St. Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan Nasional kedua dan 
diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) 
di Bandung bulan Oktober 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres 
tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang 
jelas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan 
terjemahan dari istilah Bahasa Belanda Auteurswet.16 Dinyatakan kurang 
luas karena hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, 
seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari 
pengarang, yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang17. 
Sedangkan istilah Hak Cipta itu lebih luas termasuk juga di dalamnya 
mencakup tentang ciptaan dalam bentuk rekaman suara ataupun 
rekamanan gambar.18 
Auteurswet 1912 dalam Pasal 1 menyebutkan, Hak Cipta adalah 
hak tunggal dari Pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas 
hasil ciptaannya dalam lapangan kesustraan, pengetahuan, dan kesenian, 
untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat 
pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. 
Kemudian Universal Copyright Convention dalam Pasal V mengatur Hak 
                                                          
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia,1988, Balai Pustaka, Jakarta. 
16 Ajip Rosidi, 1984, Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam, Djambatan, 
Jakarta, hlm. 3.   
17 H. OK. Saidin, op.cit., hlm. 58.   
18 Sophar Maru Hutagulung, op.cit., hlm. 105. 
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Cipta meliputi hak tunggal si Pencipta untuk membuat, menerbitkan dan 
memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi 
perjanjian ini. Jika dicermati dari pengertian di atas, maka sebenarnya 
pengertian Hak Cipta hampir mempunyai pengertian yang sama antara 
satu dengan yang lainnya. 
Pada wikipedia ensklopedia Hak Cipta adalah hak eksklusif 
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil 
penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, Hak Cipta 
merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak Cipta dapat juga 
memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan 
tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, Hak Cipta memiliki 
masa berlaku tertentu yang terbatas. 
Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta 
adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang Pencipta atau 
penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra.19 
Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, 
namun Hak Cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual 
lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan 
invensi), karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk 
melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang 
melakukannya. 
                                                          
19 Elyta Ras Ginting, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,  hlm. 61. 
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Hukum yang mengatur Hak Cipta biasanya hanya mencakup 
ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak 
mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin 
terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, Hak 
Cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang 
tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya 
yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun 
tidak melarang Penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus 
secara umum.20 
Disamping Hak Cipta, masih ada beberapa pengertian lain yang 
terkait dengan Hak Cipta yaitu sebagai berikut: 
“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri 
atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas 
dan pribadi”.  
 
“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, 
kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau 
keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. 
 
“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, 
pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau 
pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima 
hak tersebut.”  
 
“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara 
menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih 
dengan cara dan bentuk apapun, secara permanen atau 
sementara”. 
 
“Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau 
penyebaran Penciptaan dan/atau produk hak terkait”.  
“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak 
Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk 
                                                          
20 Hutagulung, S.M, “Hak Cipta”, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, pada 
tanggal 26 Maret 2015 pukul 11.53 
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melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak 
Terkait dengan syarat tertentu”. 
 
“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu 
ciptaan atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”.  
 
“Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan/atau 
produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 
ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”. 
 
Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari 
rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-
Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu Hak yang dapat dialihkan, dialihkan 
kepada pihak lain dan Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, 
dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripada 
(mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama 
sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau 
integritas ceritanya).21 
2.) Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan 
 Sebelum mengkaji lebih jauh tentang keberadaan Hak Cipta 
sebagai hak kebendaan, maka akan diuraikan terlebih dahulu yang 
dimaksud dengan hak kebendaan. Dalam Bahasa Belanda hak 
kebendaan ini disebut zakelijk rect. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Fofwan 
memerikan rumusan tentang hak kebendaan yaitu “hak mutlak atas suatu 
benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda 
dan dapat dipertahankan dengan siapapun juga”.22 
 Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga 
berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan 
                                                          
21 M. Hutauruk, 1982, Peraturan Hak Cipta Nasional, Erlangga, Jakarta, hlm. 11.  
22 Sri Soedewi,  1981, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty,  Yogjayakarta, hlm. 24. 
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hak relatif, hak nisbi, atau biasanya disebut juga persoonlijk atau hak 
perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan 
terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti hak 
kebendaan.  
 Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. 
Dimana Hak Cipta tersebut dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh atau 
sebagian karena warisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau 
sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Hak Cipta saat ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan 
fidusia.23 
 Oleh Mariam Darus Badrulzaman, mengenai hak kebendaan 
dibaginya menjadi dua bagian, yaitu: hak kebendaan yang sempurna dan 
hak kebendaan terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak 
yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. 
Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakannya hak kepemilikan . 
Sedangkan hak kebendaan terbatas hak yang memberikan kenikmatan 
yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik.  
Artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya 
jika dibandingkan dengan hak milik.24 
Maka yang dimaksud dengan hak kebendaan yang sempurna itu 
adalah hanya hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam kategori 
hak kebendaan yang terbatas. Jika dikaitkan dengan Hak Cipta dapatlah 
dikatakan Hak Cipta itu sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat 
                                                          
23 Lihat ketentuan Pasal 16 ayat 123 Undang-undang Hak Cipta. 
24 Mariam Darus Badrulzaman, 1983, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, BPHN-Alumni, 
Bandung, hlm. 43. 
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dirumuskan dari pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatakan 
bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa 
Hak Cipta hanya dimiliki oleh si Pencipta atau si penerima hak. Hanya 
namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususlah yang boleh 
menggunakan Hak Cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya 
terhadap subjek lain yang mengganggu atau menggunakannya tidak 
dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum. 
3.) Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Immateril 
 Yang dimaksud dengan hak kekayaan immateril adalah suatu hak 
kekayaan yang objeknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak 
bertubuh). Dalam hal ini banyak yang dapat dijadikan objek hak kekayaan 
yang termasuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. Misalnya, hak 
tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga, hak 
sewa dan lain sebagainya. Hak kekayaan immateril secara sederhana 
dapat dirumuskan bahwa semua benda yang tidak dapat dilihat atau 
diraba dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak 
kekayaan immateril. 
 Jika ingin memastikan tempat atau kedudukan Hak Cipta itu 
sebagai hak kekayaan immateril maka dapat dilihat dalam Pasal 499 KUH 
Perdata. Pasal ini secara implisit (tersirat) dan menunjukkan, bahwa Hak 
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Cipta itu dapat digolongkan sebagai benda yang dimaksudkan oleh pasal 
tersebut. 
 Pasal 499 KUH Perdata memberikan batasan tentang rumusan 
benda, menurut pasal  tersebut bahwa: Menurut paham undang-undang 
yang dinamakan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat 
dikuasai menjadi objek keyaan (property) atau hak milik.25  
Intellectual property rights terbagi dalam dua bagian, yaitu: 
1. Hak Cipta (copy rights) 
2. Hak milik industri (industrial property rights)26 
Sedangkan hak kekayaan perindustrian itu terdiri atas beberapa 
bagian lagi, yaitu: 
1. Patent (Paten) 
2. Utility Models (Model dan Rancang Bangunan) 
3. Industrial Design (Desain Industrial) 
4. Trade Secrets (Rahasia Dagang) 
5. Trade Marks (Merek Dagang) 
6. Service Marks (Merek Jasa) 
7. Trades Names or Commercial Names (Nama Dagang dan 
Nama Niaga) 
8. Appelations of origin (Sebutan asal barang) 
9. Indications of Origin (Indikasi asal barang) 
10. Unfair Competition Protection (Perlindungan Persaingan 
Curang) 
                                                          
25 H. OK. Saidin, op.cit., hlm. 52. 
26 Harian Kompas, 19 Februari 1986, hlm. 1.  
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11. New Varieties of Plants Protection (Perlindungan Varietas Baru 
Tanaman) 
12. Intergrated Circuits (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)27 
Berdasarkan ketentuan mengenai pengertian Hak Cipta di 
pembahasan sebelumnya, maka Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai 
suatu hak untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki 
oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta lainnya yang dalam 
implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 28 
4.) Subjek Hak Cipta 
Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara 
bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan 
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan dan keterampilan, atau keahlian 
yang dituangkan dalam bentuk yang khas, dan bersifat pribadi. Orang 
yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah yang 
memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain. 29 
Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah 
orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta 
pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan 
tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Orang yang 
melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada 
pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai 
                                                          
27 H. OK. Saidin, op.cit., hlm. 53-54. 
28 Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3. 
29 Hasbir Paserangi, op.cit., hlm. 34 
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pencipta. Dalam hal ciptaan diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang 
dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi 
penyelesaian seluruh ciptaan, namun dalam hal orang yang memimpin 
dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, maka yang 
dianggap pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak 
mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Apabila 
diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh 
pencipta dalam hubungan dinar, yang dianggap pencipta adalah instansi 
pemerintah. Apabila digunakan secara komersial, pencipta/pemegang hak 
terkait mendapatkan imbalan berupa royalti.30 
5.) Prinsip Dasar Hak Cipta dan Ruang Lingkupnya 
Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil 
karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. 
Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah 
mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. 
Hak Cipta adalah hak alamiah dan menurut prinsip ini bersifat 
absolut serta dilindungi selama hidup si Pencipta beberapa tahun 
setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat 
dipertahankan terhadap siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut 
mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat 
kewajiban untuk menghormati hak tersebut. 
Sifat Hak Cipta, merupakan bagian dari hak milik yang abstrak 
(incoporeal property) yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan 
kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya Hak Cipta 
                                                          
30 Lihat ketentuan Pasal 31-37 Undang-undang Hak Cipta. 
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mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa 
perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum. 
Pemilik hak cipta bersifat eksklusif. Hak ini mempunyai kemampuan  
melahirkan hak yang baru. Jadi suatu karya cipta mempunyai beberapa 
hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam 
pemakaiannya seperti dalam pengalihannya dapat dilakukan secara 
menyeluruh, maupun secara terpisah-pisah. 
Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan Hak Cipta setidaknya 
harus memperhatikan beberapa prinsip dasar Hak Cipta, yakni:31 
1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. 
Perlindungan Hak Cipta dalam bentuk perwujudan salah satu 
contohnya adalah buku sebagai ciptaan harus mempunyai keaslian 
agar dapat dinikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. 
2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) 
Suatu ciptaan yang telah diwujudkan dapat diumumkan (to make 
public/openbaarmaken), namun apabila ciptaan tidak diumumkan 
secara otomatis Hak Ciptanya tetap ada pada Pencipta. 
3. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum 
(legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari 
penguasaan fisik suatu ciptaan. 
4. Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut) 
Hak Cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu 
limited monopoli. Hal ini dapat terjadi karena Hak Cipta secara 
                                                          
31 Edy Damian, 2002, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, Hal 99-106. 
21 
konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga 
mungkin saja seorang Pencipta menciptakan suatu ciptaan yang 
sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu. 
6.) Jenis Ciptaan yang Dilindungi 
Menurut L.J Taylor (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 
1997: 56) yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide 
jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilndungi 
adalah sudah dalam bentuk nyata  sebagai sebuah ciptaan bukan masih 
merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa terwujud khas 
dalam bidang kesusastraan seni, maupun ilmu pengetahuan. Konvensi 
Internasional Hak Cipta 1952 (UCC), pada Pasal 1, menentukan bahwa 
yang dilindunginya adalah bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan 
(scientific), dan pekerjaan seni (artistic work), termasuk karya tulis, musik, 
drama, sinematografi, lukisan, pahatan, dan patung.32 
Hukum Indonesia secara jelas mengatur ciptaan yang dilindungi, 
sebagaimana tercantum dalam di dalam ketentual Pasal 40 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu: buku, pamflet, 
perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisnya, 
ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang 
dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu 
dan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, 
koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam segala 
bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau 
                                                          
32 Hasbir Paserangi, op.cit., hlm. 29. 
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kolase, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau 
seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, 
tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi 
dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, 
transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi 
ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program 
Komputer atau media lainnya, kompilasi ekspresi budaya tradisional 
selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video, 
program Komputer.  
7.) Hak Cipta sebagai Norma dan Pranata 
 Memahami konsepsi Hak Cipta tidak hanya mengandalkan pada 
norma-norma hukum dan pranata tertulis. Sebagai subtansi yang relatif 
“baru” bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, betapapun perlu 
terlebih dahulu dipahami konsepsi dan teori dasar, termasuk justifikasi 
pengaturannya dalam perangkat hukum dan perundang-undangan. Harus 
diakui, Undang-Undang Hak Cipta hanya merupakan instrumen hukum 
yang memuat norma pengaturan, larangan, dan tuntunan bagi kehidupan 
masyarakat. Undang-Undang tidak memberi penjelasan maupun 
rasionalitas yang lugas, misalnya mengenai mengapa diperlukan 
perlindungan hukum bagi karya cipta manusia. Penjelasan secara tuntas 
atas pertanyaan itu diperlukan untuk memberikan pemahaman mengenai 
justifikasi dan bahkan legitimasi pengaturan Hak Cipta berikut kebutuhan 
bagi penegakan hukumnya. Karenanya, menjadi dapat dipahami bila 
berbagai literatur mengenai Hak Cipta selalu menampilkan uraian awal 
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mengenai justifikasi dan urgensi perlindungan Hak Cipta.33 Lebih dari itu, 
tidak jarang pula memaparkan aspek historis yang melingkupi 
perkembangan pengaturannya. 
 Patut dicatat bahwa Undang-Undang hanya mengadopsi sistem 
perlindungan tanpa menjelaskan konsepsi berikut teori-teorinya. Para 
penyusun Undang-Undang acapkali menganggap hal itu sebagai sesuatu 
yang sudah given, atau bahkan telah proven. Apalagi bagi Indonesia yang 
mengadopsi konsepsi itu dari sistem Hukum Belanda yang telah bulat dan 
matang dikembangkan di Eropa sebagaimana dapat dipahami dari 
ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Betapapun memang 
terdapat kesamaan prinsip dan nilai-nilai yang mendasari konsepsi 
perlindungan Hak Cipta dengan ni;ai-nilai budaya bangsa Indonesia. 
Namun, penjabaran dan aktualisasinya memang berbeda. Sikap 
pengakuan, penghormatan, dan perlindungan tidak diekspresikan dalam 
aturan lugas di Indonesia.  
 Memahami norma perlindungan Hak Cipta juga tidak dapat semata-
mata mendasarkan pada teks peraturan perundang-undangan. 
Pengalaman menunjukkan selalu ada yang kurang pada rumusan hukum 
tertulis tersebut. Hal ini lazim dan tidak hanya terjadi di Indonesia. 
Misalnya, betapa masyarakat masih akan sulit memahami perbedaan Hak 
Cipta dan Hak Terkait, meski keduanya telah diatur secara cukup jelas 
dalam undang-undang. Demikian pula pengaturan mengenai fair dealing 
atau fair use yang tidak menjelaskan mengapa suatu tindakan yang 
                                                          
33 Frederick Abbott, Thomas Cotltler and Francis Gurry, 1999, The International Intellectual 
Property System (Commentary and Materials), Kluwer Law International, Netherlands, p. 81. 
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secara normatif dianggap sebagai pelangaran hak oleh Undang-Undang 
dinyatakan bukan sebagai pelanggaran. Juga bukan hal yang aneh bila 
dalam penerapan HKI sering kali harus dijembatani dengan interpretasi 
dan analogi, termasuk mengadopsi pandangan atau pendapat para ahli. 
Sekali lagi, itu lazim terjadi pada sistem hukum manapun. Sebagai pranata 
sosial, hukum tidak pernah tampil sempurna. Seiring dengan 
perkembangan dan perubahan yang berlangsung terus menerus, hukum 
senantiasa memerlukan penyesuaian meski harys tetap mempertahankan 
nilai kepastian.34 
 8.) Rasionalitas Perlindungan Hak Cipta 
 Menurut David Bainbridge, justifikasi perlindungan HKI dapat 
digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya, setiap orang harus 
diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil 
darinya, ia tak lebih dari seorang budak.35 Dalam konteks ciptaan, 
perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan 
membangun sikap masyarakat untuk menghargai seseorang atas ciptaan 
yang dihasilkannya. Sikap apresiaisi memang lebih menyentuh dimensi 
moral. Sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. 
Yang terakhir ini lazim tampil dalam logika rewad cycles sebagaimana 
disinggung di atas. Bagaimanapun, perlindungan Hak Cipta diarahkan 
untuk memungkinkan penggunaan ciptaan berlangsung secara tertib dan 
memberi manfaat ekonomi pada Pencipta. Itu semua pada gilirannya juga 
akan memperkaya khazanah kehidupan masyarakat pada umumnya. 36 
                                                          
34 Midian Sirait, 2008, Revitaslisasi Pancasila, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, hlm. 5-6. 
35 David I. Bainbridge, Cases and Materials in Intellectual Property Law, Pitman Publishing, 
London, p. 7. 
36 Henry Soellistyo, op.cit., hlm. 21 
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9.) Fungsi Sosial Hak Cipta 
 Hasil karya yang tidak dilindungi meliputi hasil karya yang belum 
diwujudkan dalam bentuk nyata, ide, prosedur, sistem, metode, konsep, 
prinsip, temuan, data yang walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, 
digambarkan dan dijelaskan, hingga digabungkan dalam suatu ciptaan, 
serta alat/benda yang diciptakan hanya untuk kebutuhan fungsional.37 
Pembatasan perlindungan Hak Cipta tidak meliputi: 
a. pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau 
Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut 
sifatnya yang asli dan atas nama pemerintah.  
b. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret 
Presiden/Mantan Presiden, Wakil/Mantan Wakil Presiden, 
Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan 
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau 
kepala daerah. 
c. Penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk Hak 
Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya 
untuk penyediaan informasi aktual 
d. Penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan 
e. Penggandaan ciptaan dan/atau Hak Terkait hanya untuk 
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang 
telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar 
                                                          
37 Lihat ketentuan Pasal 41 Undang-undang Hak Cipta 
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f. Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang 
telah dilakukan Pengumuman yang dibuat sebanyak 1 (satu) 
salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang 
Hak Cipta 
g. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan 
ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatuciptaan dan/atau 
produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku 
Pertunjukkan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran38 
Diantara norma fungsi sosial yang Hak Cipta yang berupa 
keharusan memberikan akses kepada masyarakat, mengizinkan 
penggunaan ciptaan tertentu, dan dengan cara tertentu tanpa izin, 
maupun mengizinkan masyarakat menggunakan atau memanfaatkan 
ciptaan secara wajar atau yang dalam rezim common law system39 
disebut dengan doktrin fair use atau fair dealing. Objek perlindungan 
difokuskan kepada ciptaan. Salah satu bentuk fair use adalah 
penggunaan dan perbanyakan karya cipta untuk tujuan pendidikan, 
penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, 
atau timjauam suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang 
wajar dari Pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara 
lengkap. Kualifikasi tidak dianggap sebagai pelanggaran juga diterapkan 
pada pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian 
guna pembelaan di dalam maupun di luar pengadilan. Demikian pula 
                                                          
38 Lihat ketentuan Pasal 26 Undang-undang Hak Cipta. 
39 Dalam civil law system, fokus perlindungan diarahkan pada pencipta dan bukan pada ciptaan. 
Dalam sistem ini, akses publik dibuka dengan menyatakan beberapa pembatasan atau limitation 
dan bukan fair dealing. Yaitu, tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, notalitas, etika, dan tatanan agama. 
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untuk keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan 
ilmu pengetahuan, dan pertunjukan atau pementasan yang dipungut 
bayaran. Selain itu, perbanyakan dalam huruf braile untuk para tunatera 
kecuali yang bersifat komersial.  
Doktrin Fair Dealing40 juga berlaku bagi perbanyakan ciptaan selain 
program komputer secara terbatas oleh perpustakaan umum, lembaga 
pendidikan dan pusat dokumentasi nonkomersial. Khusus untuk program 
komputer, dapat dibenarkan untuk membuat salinan cadangan oleh 
pemiliknya dengan tujuan semata-mata untuk keperluan sendiri. 
Selebihnya, perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan 
pelaksanaan teknis karya arsitektur.  
Suatu ciptaan memiliki fungsi sosial, selain melalui mekanisme 
pembatasan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat, juga 
dengan mekanisme tentang kewajiban untuk mewujudkan ciptaan atau 
memberikan lisensi kepada pihak lain. Syarat dan ketentuannya diatur 
dalam Keputusan Presiden. Sebelumnya hal ini diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 198941 atau lazim disebut PP Pelisensian 
wajib (Compulsory Licensing) yaitu sekiranya negara memandang perlu 
atau menilai bahwa suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan 
masyarakat, negara dapat mewajibkan pemegang Hak Cipta yang 
bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya. 
                                                          
40 Doktrin Fair Dealing didasarkan pada Article 9 (2) dan Article 10bis Konvensi Bern. Intinya, 
menyerahkan pengaturannya kepada Negara anggota Konvensi untuk mengizinkan reproduksi 
oleh pers , sistem penyiaran atau komunikasi, karangan, majalah dalam hal reproduksi, penyiaran 
atau komunikasi tersebut tidak secara tegas diatur. 
41 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan 
Ciptaan untuk kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan 
(Lembaran Negara Tahun 1989 No. 1 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3387). 
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Negara dapat pula mewajibakan pemegang Hak Cipta untuk 
memberi izin atau lisensi kepada pihak lainnya untuk menerjemahkan atau 
memperbanyaknya dengan imbalan yang wajar. Dengan titik tolak 
pemikiran ini, maka perwujudan fungsi sosial tidak semata-mata bersifat 
formal, tetapi dapat lebih operasional dan substansif. Pihak yang 
melaksanakan penerjemahan dan perbanyakan diarahkan untuk dilakukan 
oleh warga negara atau badan hukum indonesia di dalam wilayah 
Indonesia.42   
Dari segi modalitas, Lisensi Wajib diatur dengan memberikan 
kewenangan kepada Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan 
Hak Cipta untuk: 
a. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta melaksanakan sendiri 
penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan di wilayah Indonesia 
dalam batas waktu yang ditentukan; 
b. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk memberikan izin kepada 
pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan 
tersebut, atau 
c. Menunjuk pihak lain menerjemahkan dan/atau memperbanyak 
ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak 
melaksanakan kewajiban tersebut dalam huruf b. 
Kewajiban untuk menerjemahkan tersebut hanya dapat 
dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ciptaan 
diterbitkan dan belum pernah diterjemahkan ke dalam Bahasa 
                                                          
42 Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan 
Prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 83-84 
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Indonesia. Adapun pelaksanaan kewajiban untuk memperbanyak 
diatur dengan batas waktu sebagai berikut: 
a. Setelah lewat 3 tahun sejak buku matematika dan ilmu 
pengetahuan alam itu diterbitkan dan belum pernah diperbanyak di 
Indonesia. 
b. Setelah lewat 3 tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan 
pengumuman dan belum pernah diperbanyak di Indonesia. 
c. Setelah lewat 3 tahun buku di bidang seni dan sastra dilakukan 
pengumuman dan belum pernah diperbanyak di Indonesia.43 
10.) Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta. 
 Menurut teori hukum alam, hak cipta itu kekal selama penciptanya 
hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih 
lama lagi beberapa tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Prancislah 
negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan 
diperpanjang hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. 
Penambahan jangka waktu perlindungan ini kemudian dianut oleh banyak 
negara.44  
 Konvensi Bern revisi Berlin (1908) pada Pasal 7 ayat (1) mengatur 
bahwa secara umum perlindungan hak cipta adalah selama hidup si 
pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia. Pasal 7 ayat (2), 
(3), dan (4) diatur bahwa untuk karya cipta tertentu Konvensi Bern juga 
menentukan perlindungan yang khusus yaitu: (1) karya sinematografi 
diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah diumumkan; (2) karya 
                                                          
43 Lihat ketentual Pasal 86 ayat 3 Undang-undang Hak Cipta. 
44Muhammad Djumhana, op.cit., hlm. 76. 
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cipta yang tidak diketahui penciptanya diberikan perlindungan selama 50 
tahun setelah diketahui masyarakat; (3) karya cipta fotografi diberi 
perlindungan 25 tahun setelah karya foto tersebut selesai dibuat. 
 Konvensi Bern tidak memaksakan kepada peserta konvensi untuk 
mengikuti ketentuan lamanya masa perlindungan yang ditentukan. Pasal 7 
ayat (6) dari konvensi tersebut, membolehkan negara peserta untuk 
memberikan perlindungan untuk menentukan batas akhir perlindungan, 
ditentukan pada Pasal 7 ayat (5), yaitu mulai dihitung sejak 1 Januari 
tahun berikutnya setelah Pencipta meninggak dunia 
 Konvensi Internasional Hak Cipta (UCC) 1952 revisi Paris 1971, 
mengatur secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada Pasal 4 
ayat (2a), yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari 
selama hidup pencipta, dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Pada ayat 
(2b) ditentukan bahwa perlindungan hak cipta bisa didasarkan pada saat 
pertama diumumkan, atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak 
boleh kurang dari 25 tahun mulai pada saat pengumuman atau 
pendaftaran karya cipta tersebut. 
 Praktek yang dianut oleh kebanyakan negara, pemberian 
perlindungan secara umum atas hak cipta adalah selama hidup si 
pencipta ditambah, sekian tahun setelah meninggal dunia. Tambahannya 
ada yang 50 tahun, kurang dari 50 tahun, tetapi ada juga negara yang 
memberikan tambahan lebih dari 50 tahun contohnya: Austria, Brazil, 
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Colombia, Panama, dan Spanyol, sedangkan Ivory Coast memberikan 
tambahannya 99 tahun.45 
 Copyright, Designs, and Patents Act 1988 menetapkan bahwa 
karya sastra, drama, musik, atau seni dilindungi sampai berakhirnya 50 
tahun terhitung sejak berakhirnya tahun kalender meninggalnya si 
pencipta. Namun, mulai i Juli 1955, di seluruh Masyarakat Eropa, 
perlindungan hak cipta diperpanjang dari 50 tahun menjadi 70 tahun 
terhitung sejak meninggalnya pencipta karya. Selain itu, Directive Eropa 
ini berlaku surut. Hasilnya, ada karya yang sudah habis masa 
perlindungannya pada 30 Mei, sebulan kemudian sudah kembali lagi 
dalam perlindungan hak cipta.46 
 Di Indonesia jangka waktu perlindungan hak cipta berdasarkan 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diberlakukan 
tidak sama untuk setiap bidang ciptaan, untuk: (1) hak cipta atas ciptaan: 
buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya drama atau drama 
musikal tari, koreografi, segala bentuk seni rupa, seni lukis, seni pahat, 
dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, 
karya arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain, alat 
peraga, peta, terjemahan, tafsiran, saduran, dan bunga rampai berlaku 
selama hidup pencipta ditambah 70 tahun kemudian setelah Pencipta 
meninggal dunia. Bila hak cipta tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, 
maka hak cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia 
paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya; (2) karya 
                                                          
45 Ibid., hlm. 77. 
46 Arthur Lewis, 2014, Dasar-Dasar Hukum Bisnis: Introduction to Business Law, PT. Nusa Media, 
Bandung, hlm. 343. 
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cipta berupa: program komputer, sinematografi, fotografi, data base, dan 
karya hasil pengalihwujudan , hak cipta berlaku 50 tahun sejak pertama 
kali diumumkan; dan (3) karya cipta yang berupa seni terapan sejak 
pertama kali diumumkan berlaku selama 25 tahun.47 
11.) Pelanggaran Hak Moral Pencipta  
 Section 77- Section 89 Act tahun 1988 mengadakan hak-hak moral 
baru bagi hukum Inggris. Hak-hak ini diadakan agar Kerajaan Inggris 
dapat menaati Konvensi Berne. Hak-hak yang disebut “hak moral” ini 
diberikan kepada pencipta karya berhak cipta, terdiri dari: 
1. hak kepenciptaan (paternity right), yaitu hak untuk ddidentifikasikan 
sebagai pencipta suatu karya berhak cipta; 
2. hak integritas (integirty right) yaitu hak untuk tidak dicela atas 
karyanya. 
Hak kepenciptaan harus ditegaskan secara spesifik oleh pencipta. 
Hak kepenciptaan semakin sering ditegaskan dalam buku-buku edisi baru. 
Hak untuk tidak dicela atas karya ditetapkan dalam Act tahun 1988 
sebagai “a distortion or mutilation of the work or treatment prejudicial to 
the honour or reputation of the author” (perubahan atau pemenggalan 
karya atau perlakuan yang merugikan kehormatan atau reputasi 
Pencipta).48 
12.) Sanksi Hak Cipta. 
 Apalabila suatu ciptaan disewakan dan bertujuan komersial 
dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 
                                                          
47 Lihat ketentuan Pasal 58 dan 59 Undang-undang Hak Cipta. 
48 Arthur lewis, op.cit., hlm. 344. 
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100.000.000. Apabila suatu ciptaan di terjemahkan, diadaptasikan, dan 
dipertunjukkan dengan melanggar hak ekonomi pencipta dipidana penjara 
paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000. Apabila 
suatu ciptaan diterbitkan, digandakan, dan didistribusikan dengan 
melanggar hak ekonomi pencipta dipidana penjara paling lama 4 tahun 
dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, namun apabila memenuhi 
unsur pembajakan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 
paling banyak Rp. 4.000.000.000. apabila seseorang mengelola tempat 
perdagangan dan mengetahui serta membiarkan penjualan hasil 
pelanggaran hak cipta dikenakan denda paling banyak Rp. 100.000.000.   
13.) Perbandingan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
Pada ketentuan umum, undang-undang hak cipta yang baru 
menambahkan lembaga manajemen kolektif dan jangka waktu hak cipta 
yang lebih lama dari sebelumnya. Pengalihan undang-undang hak cipta 
lama dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, 
dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang, maka 
undang-undang hak cipta yang baru menambahkan dengan jaminan 
fidusia. Masa berlaku hak cipta atas ciptaan buku, pamflet, semua karya 
tulis lainnya, drama, tari, koreografi, ceramah kuliah, pidato, alat peraga 
pendidikan, lagu/musik dengan/tanpa teks, peta, karya arsitektur, dan seni 
rupa dalam undang-undang hak cipta yang lama berlaku seumur hidup 
pencipta ditambah 50 tahun berbeda dengan undang-undang hak cipta 
yang baru berlaku seumur hidup dan ditambah 70 tahun. Kemudian dalam 
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undang-undang hak cipta yang lama, hak cipta merupakan delik biasa 
dimana penyidik berperan aktif apabila adnya pelanggaran, berbeda 
dengan undang-undang hak cipta yang baru dimana hak cipta merupakan 
delik aduan. Tidak hanya penyidik yang berperan aktif melainkan pencipta 
atau pihak terkait dapat berperan aktif apabila hasil ciptaannya dilanggar 
oleh orang lain. 
b. Paten 
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada 
inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama 
waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau 
memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 
Paten merupakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang sangat 
efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa 
seizin pemegang paten, walaupun pihak lain tersebut memperoleh 
teknologinya secara mandiri (bukan meniru). Menurut Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, hak paten diberikan untuk invensi 
yang memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif, dan 
dapat diterapkan dalam industri selama 20 tahun.  
Sistem paten di Indonesia menganut asas first to file, artinya siapa 
saja yang mendaftarkan invensinya untuk pertama kalinya di kantor Paten 
akan mendapatkan hak paten. Hanya Amerika Serikat yang menganut 
sistem first to invent, dimana hak paten diberikan kepada seseorang yang 
pertama kali menemukan. 
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Selain paten, dalam Undang-Undang Paten 2001 diatur pula 
mengenai Paten Sederhana yang merupakan hak eksklusif yang diberikan 
oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya berupa produk atau 
alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh 
bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Semua ketentuan 
yang diatur untuk paten dalam Undang-Undang Paten berlaku secara 
mutatis mutandis untuk  sederhana, kecuali yang secara tegas tidak 
berkaitan dengan paten sederhana.49 
c. Merek 
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, 
maka Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 
yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 
barang atau jasa.  
Ruang lingkup Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
meliputi Merek dagang dan Merek jasa. Merek dagang adalah Merek yang 
digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah 
Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang 
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 
membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.  
                                                          
49 Muhammad Ahkam Subroto, op.cit., hlm. 20. 
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Apabila Merek itu didaftarkan maka pemilknya diberi hak atas 
Merek tersebut. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 
Negara kepada kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum 
Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek 
tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 
Pemberian izin oleh pemilik Merek kepada orang lain ini berupa 
lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu 
tertentu menggunakan Merek tersebut sebagaimana ia sendiri 
menggunakannya. 
d. Desain Industri 
Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, 
atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna yang berbentuk tiga 
dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan ke dalam 
pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk 
menghasilkan suatu produk barang atau komoditi industri secara 
berulang-ulang dan massal dalam bentuk tiga dimensi. Di Indonesia 
desain industri dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 
tentang Desain Industri. Seperti sistem paten, sistem desain industri di 
Indonesia menganut asas first to file, yaitu pendaftar pertama (yang 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan) yang akan mendapatkan 
sertifikat Desain Industri. Berbeda dengan paten yang melihat produk dari 
sisi fungsionalnya, desain industri melihat dari sisi desain ornamental 
(hiasan) atau estetikanya.50 
                                                          
50 Ibid., hlm. 25. 
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e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang 
diberikan oleh Negara kepada pendesaian atas hasil kreasinya, untuk 
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan 
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Di 
Indonesia, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000. 
Perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan 
selama 10 tahun kepada pemegang hak terhitung sejak pertama kali 
desain tersebut dieksploitasi secara komersial di manapun, atau sejak 
tanggal penerimaan. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang mendapat 
perlindungan adalah yang orisinal, yaitu apabila desain tersebut  
merupakan hasil karya mandiri pendesain dan bukan merupakan tiruan 
dari hasil karya pendesain lain, yang bukan merupakan sesuatu yang 
umum (commonplace) bagi para pendesain, dan yang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, 
agama, atau kesusilaan. 
Rezim desain tata letak sirkuit terpadu merupakan sesuatu yang 
baru bagi Indonesia sehingga walaupun perangkat hukumnya telah ada, 
namun implementasinya belum berjalan sebagaimana mestinya. Hingga 
saat ini belum ada data dari Ditjen Hak Kekayaan Intelektual tentang 
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pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dari pendesain 
Indonesia.51 
f.  Rahasia Dagang 
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum 
di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena 
berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik 
rahasia dagang. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang 
tidak membatasi informasi di bidang teknologi semata tetapi di dalamnya 
juga mencakup informasi non-teknologi. Di samping itu, Undang-Undang 
Rahasia Dagang dimaksudkan pula melindungi rahasia dagang tanpa 
perlu melalui proses pendaftaran ataupun penerapan stelsel deklaratif. Hal 
ini sejalan dengan pengaturan rahasi dagang di Amerika Serikat yang 
mencakup segala informasi baik yang bersifat teknologi maupun non-
teknologi. Sebagai perbandingannya, dalam perundang-undangan di 
Amerika Serikat saat ini pengertian rahasia dagang dalam pengertian luas 
terdapat dalam Uniform Trade Secret Act (UTSA), suatu undang-undang 
yang telah diadopsi oleh 39 negara bagian di Amerika Serikat. Rahasia 
dagang didefinisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, 
kompilasi, program, metoda teknik atau proses yang menghasilkan nilai 
ekonomis secara mandiri, nyata, dan potensial. Informasi itu sendiri bukan 
merupakan informasi yang diketahui umum dan tidak mudah diakses oleh 
orang lain untuk digunakan sehingga yang bersangkutan mendapat 
keuntungan ekonomis.  
                                                          
51 Ibid,. Hlm. 148. 
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Terminologi rahasia dagang dalam suatu undang-undang juga 
sebagai perbadingan dapat dilihat dari Uniform Trade Secret Act (Canada) 
tampak bahwa undang-undang tersebut tidak hanya membatasi bentuk 
rahasia dagang pada suatu rumus, pola rencana, kompilasi, program 
komputer, teknik, proses, produk, perangkat, atau mekanisme semata-
mata.  
Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia juga 
ditegaskan bahwa yang menjadi objek perlindungan rahasia dagang 
adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, 
metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang 
teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui 
oleh masyarakat umum. 52 
g.  Varietas Tanaman 
Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang 
diberikan Negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan 
pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman , 
terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui 
kegiatan pemuliaan tanaman. Sedangkan Hak Varietas Tanaman adalah 
hak khsusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang 
hak perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas 
hasil pemuliannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan 
hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.  
                                                          
52 Ahmadi Miru, 2001,  Perlindungan Rahasia Dagang dan Perbandingannya dengan Beberapa 
Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2-5. 
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Hak Perlindungan Varietas Tanaman diberikan kepada para 
pemulia tanaman yang menemukan atau mengembangkan varietas baru 
suatu tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Sistem perlindungan 
varietas tanaman merupakan sistem sui generis yang diperbolehkan 
dalam perjanjian TRIPs-WTO sehingga dalam pelaksanaannya di setiap 
Negara dapat berbeda-beda disesuaikan dengan kepentingan Negara 
yang bersangkutan.53 
 
B. Perlindungan Hukum Hak Cipta 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi 
yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum 
bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), 
untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa 
mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, 
bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan 
yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan 
yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap 
Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. 
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 
kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat 
preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang 
tertulis melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan 
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan kata lain dapat 
                                                          
53 Muhammad Ahkam Suroto, op.cit., hlm. 32. 
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dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri 
dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum 
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 
kedamaian. 
Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum 
dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang 
sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan 
hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut: 
a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif 
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya 
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 
definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. 
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak 
pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena 
dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah 
terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang 
didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan 
khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 
b) Sarana Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan 
Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 
perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 
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tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 
kewajiban masyarakat dan pemerintah. 
Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak 
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan 
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama 
dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.54 
2. Perlindungan Hukum Pencipta atas Buku yang di Fotokopi 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pencipta 
memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi (Pasal 4). Dimana Hak Moral adalah 
hak yang melekat pada diri Pencipta (Pasal 5 ayat 1) dan Hak Ekonomi 
adalah hak eksklusif Pencipta/pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan 
manfaat ekonomi (Pasal 8). Pencipta/pemegang Hak Cipta memiliki hak 
ekonomi untuk melakukan penerbitan , penggandaan , penerjemahan , 
pengadaptasian, pengransemenan atau pentransfromasian , 
pendistribusian , pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan 
ciptaan Dengan demikian sejauh menyangkut hak ekonomi, penulisnya 
berhak untuk mengeksploitasi55 karya tulisnya, baik melalui penerbitan 
dalam buku maupun pemuatannya dalam media publikasi ilmiah maupun 
                                                          
54 Anonim, 2014, Perlindungan Hukum, Diakses dari  http://tesishukum.com/pengertian-
perlindungan-hukum-menurut-para-ahli  [15 Maret  2015] 
55 Lihat ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. 
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majalh populer lainnya.56 Pencipta dapat memperoleh royalti dari 
penerbitan bukunya atau mendapatkan honorarium57 bagi pemuatan 
artikelnya di media. Bila dapat dihimpun dalam jumlah yang memadai, 
kumpulan tulisan-tulisan tersebut dapat dibukukan menjadi bunga rampai. 
Penerbitan seperti ini akan memberikan tambahan income bagi 
penciptanya. 
Pengalihan hak ekonomi masih berlaku sepanjang Pencipta tidak 
mengalihkan secara keseluruhan terhadap pihak lain. Apabila suatu 
ciptaan buku/karya tulis/lagu/musik tanpa atau dengan teks dialihkan 
tanpa batas batas waktu atau dengan perjanjian jual putus, maka Hak 
Ciptanya beralih kepada Penciptanya pada saat perjanjian tersebut 
mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18). Buku merupakan ciptaan 
yang dilindungi dalam bidang Ilmu Pengetahuan, seni, dan sastra (Pasal 
40 ayat 1 huruf a).  
Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan 
suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara keseluruhan atau 
sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta 
jika sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara lengkap untuk 
keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan 
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak 
merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta (Pasal 44 ayat 1 huruf a), keamanan serta penyelengaraan 
pemerintahan, legislative, dan peradilan (huruf b), ceramah untuk tujuan 
                                                          
56 Majalah Law Review yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 
57 Edy Damian, op.cit., hlm. 253. 
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pendidikan dan ilmu pengetahuan (huruf c), pertunjukan/pementasan yang 
tidak dipungut bayaran apapun sepanjang tidak merugikan Pencipta (huruf 
d). 
Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah 
dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan 
dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta (Pasal 46 
ayat 1), tetapi penggandaan untuk kepentingan pribadi tidak mencakup 
seluruh atau sebagian yang subtansial dari buku atau notasi musik (Pasal 
46 ayat 2 huruf b). Masa berlaku hak ekonomi dalam suatu Hak Cipta atas 
ciptaan buku adalah berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah 
meninggal dunia (Pasal 58 ayat 2).  
Sementara itu, hak moral memberikan jaminan perlindungan58 
terhadap Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan 
dihargai, dengan cara tidak mengubah atau memutilasi yang berpotensi 
merugikan integritas Penipta. Bentuk perlindungan tersebut menjadi nyata 
dan berwujud apabila ada pelanggaran terhadap kedua esensi hak moral, 
yaitu right of paternity atau right of integrity. Ketika pelanggaran terjadi 
Pencipta dapat melaksanakan haknya, yaitu menuntut59 pelanggarnya 
untuk memulihkan hak-haknya dan kepentingannya. Pelaksanaan hak 
tersebut difasilitasi dengan mekanisme penuntutan sebagaimana layaknya 
bila terjadi pelanggaran hak yang merugikan. 
Hal ini juga berlaku terhadap perubahan dan perlindungan terbaru 
terhadap ciptaan dan produk terkait bukan warga Negara Indonesia atau 
                                                          
58 Lihat ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Cipta. 
59 Lihat ketentuan Pasal 96 ayat (1),(2),(3) Undang-undang Hak Cipta 
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orang asing dengan ketentuan bahwa negaranya mempunyai perjanjian 
bilateral dengan Negara Indonesia dan negara Indonesia serta negaranya 
memiliki perjanjian multilteral yang sama mengenai perjanjian Hak Cipta 
dan Hak terkait. Perubahan seperti ini tidak mendapat banyak manfaat 
terkhusus Pencipta asing, karena apabila Negara Indonesia tidak turut 
serta dalam Konvensi Internasional seperti Konvensi Bern dan Universal 
Copyright Convention, maka keadaan seperti sebelum perubahan 1987 
tetap berlaku. Pihak asing hanya diberi perlindungan apabila karya 
mereka ini untuk pertama kali dipublikasikan di Indonesia. 60 
 
C. Kedudukan Hukum “Pelaku Usaha” Fotokopi Buku dalam 
Penjualan Fotokopi Buku 
Setiap orang atas suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta (Pasal 9 ayat 2) dan setiap orang 
tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan 
penggandaan dan penggunaan secara komersial suatu ciptaan (Pasal 9 
ayat 3). Hal ini juga berlaku terhadap pengelola tempat perdagangan 
dilarang membiarkan penjualan/penggandaan barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta/hak terkait di tempat pengelolaannya (Pasal 10). 
Pelaku usaha dapat melakukan penggandaan dalam segala 
bentuknya apabila pemegang Hak Cipta atau hak terkait memberikan 
lisensi berdasarkan perjanjian tertulis (Pasal 80 ayat 1) dan hanya berlaku 
pada jangka waktu tertentu serta tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta 
                                                          
60 Sudargo Gautama, 1995, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, PT. Eresco Anggota IKAPI, 
Jakarta, hlm. 66. 
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dan hak terkait (Pasal 80 ayat 2). Perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga 
harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak 
Cipta serta dikenai biaya (Pasal 83). Dengan demikian setiap orang dapat 
melakukan permohonan lisensi wajib untuk melaksanakan 
penerjemahan/penggandaan suatu ciptaan untuk kegiatan penelitian, 
pendidikan, dan pengembangan kepada Menteri (Pasal 85).  
Pengguna Hak Cipta atau hak terkait dalam hal ini pelaku usaha 
yang memanfaatkan Hak Cipta dengan tujuan komersial wajib membayar 
royalti kepada Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan hak terkait melalui 
Lembaga Manajemen Kolektif (Pasal 87 ayat 2). Apabila pengguna 
memenuhi perjanjian dan kewajibannya terhadap Lembaga Manajemen 
Kolektif maka tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang (Pasal 
87 ayat 4). Maka dengan demikian Lembaga Manajemen Kolektif wajib 
pula memberikan izin operasional kepada Menteri (Pasal 88 ayat 1). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam menghimpun data dan informasi, penulis memilih lokasi 
penelitian di Kota Makassar dengan alasan banyaknya penjualan fotokopi 
buku yang dilakukan oleh pelaku usaha, tepatnya pada beberapa tempat 
yaitu: 
1. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Jakarta Selatan 
2. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Prov. Sul-Sel 
3. Pelaku Usaha Fotokopi Buku 
4. Pengguna Jasa Fotokopi Buku (masyarakat Kota Makassar) 
Pemilihan tempat penelitian berkaitan langsung dengan objek 
permasalahan dalam penulisan skripsi ini.  
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian skripsi ini meliputi Pihak  Direktorat 
Jendral Hak Kekayaan Intelektual Jak-Sel, Kantor Wilayah 
Kementrian Hukum dan HAM Prov. Sul-Sel, pelaku usaha fotokopi 
buku, dan pengguna fotokopi buku. 
2. Sampel 
Sampel dalam penelitian skripsi ini melibatkan :  
a. Pihak Direkrorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan 
Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM.  
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b.  16 (enam belas) pelaku usaha fotokopi buku dan toko buku 
yaitu Fotokopi Ende Jaya, Toko Buku Rausyan Fikr, Toko Buku 
Al Farabi, Toko Buku Papirus, Toko Buku Dunia Ilmu, Toko 
Buku Arena Ilmu, Toko Buku Bina Ilmu, Toko Buku Mizan, 
Gramedia, Toko Buku Graha Media, Toko Buku Karisma, Toko 
Bursa Buku Kedokteran Aesculapius, Kedai Buku Jenny, Toko 
Buku New Agung, dan Toko Buku Citra Ilmu. 
c. 30 orang responden sebagai pengguna jasa fotokopi buku 
dalam hal ini masyarakat yang terdiri dari 10 orang pelajar 
SMP/SMA, 10 orang Mahasiswa, 10 orang pegawai/karyawan.  
 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer  
Yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dengan cara 
wawancara langsung dari pihak Direkrorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual, Pelayanan Hukum Umum Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pelaku usaha fotokopi 
buku, dan pengguna jasa fotokopi buku. 
b. Data Sekunder 
Yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti 
kepustakaan. Data sekunder mencakup dokumen resmi, hasil-
hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. 
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2. Sumber data: 
a. Sumber data primer 
Yaitu diperoleh melalui wawancara dari responden/informan di 
lapangan (Field Research). 
b. Sumber data sekunder 
Berasal dari pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-
tulisan dalam buku ilmiah serta sumber-sumber lainnya terkait 
dengan materi yang dibahas (Library Research). 
 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data yaitu : 
1. Penelitian Pustaka 
Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti 
2. Penelitian lapangan 
Yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan 
diteliti dengan cara: 
a. Observasi 
Yaitu pengamatan secara langsung untuk mendapatkan 
gambaran nyata tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
penelitian 
b. Wawancara  
Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara langsung 
dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek yang akan 
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diteliti yaitu Direkrorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan 
Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM, pelaku usaha forokopi buku, dan pengguna jasa 
fotokopi buku. 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh, baik data primer maupun data seunder akan 
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan 
menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan hal-hal yang sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Perlindungan Hukum bagi Pencipta 
Dalam Undang-undang Hak Cipta telah diatur tentang penegakan 
hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang tidak boleh 
dilanggar dari kepentingan pencipta itu sendiri, mengenai batasan-
batasan ciptaannya yang dilindungi, hingga penyelesaian sengketa baik 
melalui mediasi maupun sampai ke pengadilan.  
Dilihat dari sudut pandang ini, tidak heran bila ada yang 
mengklasifikasikan tipe pengarang dari sudut pandang tujuan yang ingin 
dicapai dari mengarang. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad 
Safrodin, ada dua tipe penulis buku yakni pertama, penulis idealis yakni 
mereka yang menulis buku dengan tidak terlalu memikirkan royalti. Bagi 
mereka, menulis adalah berkarya untuk melayani masyarakat dan tak 
perlu menuntut kompensasi materi berlebih. Mereka juga tak ambil pusing, 
apakah bukunya nanti diminati pasar atau sebaliknya. Sebab, bagi 
mereka, naskah bisa diterbitkan saja menjadi suatu kebanggaan 
tersendiri. Kedua, penulis pragmatis yang memandang materi di atas 
segala-galanya. Penulis jenis itu diibaratkan mesin ide yang didesain 
untuk memenuhi selera pasar pembukuan. Tak menjadi soal apakah buku 
yang mereka tulis berkualitas atau tidak, yang penting, karya tersebut bisa 
ditukar dengan pundi-pundi rupiah. Mereka cenderung menulis buku 
berdasarkan pesanan penerbit, yang tentu saja telah disesuaikan dengan 
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perkembangan pasar.61 Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan 
oleh Pak Andi Kurniawan selaku bagian hukum Direktorat Jendral Hak 
Kekayaan Intelektual bahwa jarangnya ada laporan mengenai 
pelanggaran hak cipta buku karena penulis tidak pro aktif untuk 
permasalahan bukunya dan biasanya juga penulis mengatakan tidak 
masalah  penggandaan hak cipta seperti fotokopi buku apabila bertujuan 
untuk pendidikan serta menyebarkan ilmu pengetahuan.62 
Pada umunya hak pengarang sudah  dicantumkan dalam 
“Perjanjian Penerbitan Buku” yang diuraikan secara rinci. Oleh karena itu, 
sebelum naskah perjanjian ditandatangani sebaiknya dipelajari secara 
teliti oleh pengarang supaya tidak merugikannya di kemudian hari. 
Hal ini perlu diketahui oleh para pengarang mengingat 
kontrak/naskah perjanjian penerbitan biasanya sudah disiapkan oleh 
penerbit, yang sudah mempunyai blanko tersendiri. Artinya hanya 
memerlukan bagian-bagian tertentu yang perlu diisi  oleh pencipta. Oleh 
karenanya tidak mengherankan kalau dilihat isi kontrak tersebut terlihat 
hak-hak penerbit lebih terjamin. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas 
sebaiknya dirundingkan terlebih dahulu untuk mencegah salah tafsir di 
kemudian hari karena biasanya penerbit bersifat pasif dalam hal ini. Tetapi 
secara umum pengarang mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagai 
berikut:63 
                                                          
61 Lihat: Muhammad Safrodin. “Nasib Buruk Penulis (Buku)”.Termuat dalam 
http://proumedia.net/article/42264/nasib-buruk-penulis-buku.html, diunduh tanggal 26 Januari 
2011. 
62 Hasil  wawancara oleh Pak Andi Kurniawan di Direktorat Jendral HKI Jakarta Selatan pada 
tanggal 22 September 2015 pukul 11.00 WIB 
63 Sentosa Sembiring, 2013, Aspek-aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku, Penerbit Nuansa Aulia, 
Bandung, hlm. 62. 
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a. Mendapatkan honorarium yang disetujui oleh kedua belah 
pihak. 
b. Mendapatkan persen eksemplar setiap kali terbit. 
c. Mengontrol berapa bukunya sudah laku, masalah ini sebaiknya 
tegas-tegas dicantumkan dalam perjanjian agar tidak 
menimbulkan perselisihan di kemudian hari. 
d. Mengetahui berapa eksemplar bukunya dicetak, untuk hal inipun 
perlu ditegaskan dalam perjanjian penerbitan, bila perlu laporan 
tersebut harus disertai dengan bukti dari percetakan. 
e. Hak cipta atas karangannya tetap ada pada penulis dan bila ia 
meninggal dunia hak ciptanya jatuh kepada ahli warisnya. 
f. Mengetahui kapan bukunya akan dicetak ulang. 
g. Dapat memberi saran/pertimbangan tentang perwajahan buku-
bukunya sesuai dengan isinya. 
h. Berhak untuk menarik naskah kembali apabila dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan buku tidak diterbitkan. 
i. Berhak untuk mendapatkan potongan apabila penulis membeli 
riumnya. 
j. Berhak mendapatkan uang muka/persekot dari honorariumnya 
Sedangkan kewajiban pengarang secara umum adalah sebagai 
berikut:64 
a. Menjamin karangannya tidak menyinggung karangan orang lain. 
b. Menjamin tidak akan ada tuntutan dari pihak ketiga sehubungan 
dengan diterbitkannya naskah tersebut. 
                                                          
64 Sentosa Sembiring, op.cit., hlm. 62. 
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c. Menjamin karangannya tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
d. Menjamin bahwa ia bersedia untuk mengoreksi kembali hasil 
karyanya yang akan dicetak coba dan dicetak ulang. 
e. Bersedia mengganti kerugian kepada penerbit apabila naskah 
sudah dicetak mendapat tuntutan dari pihak ketiga baik oleh 
pemerintah maupun pihak ketiga. 
f. Menjamin tidak akan menuntut penerbit dalam hal adanya 
pemotongan-pemotongan honorarium sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 
g. Menjamin naskah tidak akan diserahkan kepada penerbit lain 
baik dalam naskah yang sama maupun dalam bentuk lainnya 
sehingga dapat merugikan penerbit yang pertama, apabila 
terjadi demikian pengarang bersedia mengganti kerugian yang 
diderita oleh penerbit. 
Namun dari hasil wawancara penulis terhadap pemilik toko buku 
yang menjual dan menyewakan fotokopi buku mengatakan bahwa baik 
dari pihak toko buku maupun penerbit/pengarang tidak ada perjanjian 
tertulis mengenai pembagian royalti  penggandaan buku dalam bentuk 
fotokopi .65 
Perlindungan hukum bagi pencipta dapat dilakukan dengan dua 
cara yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan sebelum terjadinya 
pelanggaran) dan represif (mencegah terjadinya pelanggaran yang sama 
                                                          
65 Hasil wawancara  oleh Muh. Takrim selaku penjaga di Toko Buku Al-Farabi pada tanggal 8 
September 2015 pukul 14.30 WITA dan oleh Zulkhair selaku pemilik Kedai Buku Jenny tanggal 12 
September 2015 pukul 18.30 WITA.  
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dengan cara penanggulangan pelanggaran tersebut). Dalam konteks 
undang-undang hak cipta tidak ditemukan mengenai pencegahan 
pelanggaran hak cipta atas buku, namun pencegahan dapat dilakukan 
dengan sosialisasi kepada masyarakat umum agar lebih memahami dan 
menghargai pencipta buku. Sejalan dengan itu maka penanganan 
sosialisasi dilakukan ke daerah-daerah tertentu setiap tahun.66 Terkhusus 
sosialisasi di daerah Sulawesi Selatan jarang dilakukan karena minimnya 
anggaran, kecuali bagi mahasiswa/i ingin berperan aktif membantu 
penyebaran sosialisasi mengenai hak cipta khususnya kepada pelaku 
usaha yang melakukan kegiatan fotokopi buku.67  
 Sedangkan untuk menanggulangi pelanggaran tersebut dapat 
dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan 
melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. 
Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa 
adalah pengadilan niaga. Selain pelanggaran hak cipta/hak terkait dalam 
bentuk pembajakan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui 
keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa 
melalui mediasi.68 Jika dilihat dari cara penuntutan haknya apabila terjadi 
pelanggaran, dibandingkan  dengan hak kekayaan intelektual lainnya, hak 
cipta merupakan delik aduan berbeda dengan undang-undang hak cipta 
yang lama yaitu delik biasa, sehingga pemerintah dan penyidik tidak 
hanya wajib andil memberikan perlindungan terhadap penciptanya atau 
                                                          
66 Hasil wawancara oleh Pak Sutikno  di Direktorat Jendral HKI Jakarta Selatan pada tanggal 22 
September 2015 pukul 11.00 WIB. 
67 Hasil wawancara oleh Ibu Norzema  di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM tanggal 14 
September 2015 pukul 10.00 WITA. 
68 Lihat ketentuan undang-undang Hak Cipta Pasal 95 
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pemegang hak cipta, tetapi pencipta/pemegang hak cipta tersebut harus 
pro aktif dalam hak ekonomi ciptaan bukunya yang di fotokopi tanpa izin. 
Penanganan sejauh ini mengenai hak cipta adalah dengan sosialisasi ke 
daerah tiap tahun di daerah-daerah tertentu, namun tidak setiap kantor 
wilayah melakukan sosialisasi.69  
Tim penanggulangan pembajakan buku IKAPI mensinyalir ada 2 
(dua) faktor yang menyebabkan adanya pembajakan buku. Pertama, buku 
yang dibajak diperlukan oleh masyarakat dan termasuk kategori buku 
“best seller”. Kedua, berkat kemajuan teknologi khususnya bidang grafika, 
perbanyakan buku dapat dilakukan dengan mudah sekali.70 Dua faktor ini 
juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui 
pendapat responden bahwa buku tersebut sangat dibutuhkan, mendesak, 
dan buku yang asli lebih mahal.71  
Selain motif ekonomi, fenomena ini tampaknya juga 
dilatarbelakangi oleh karena banyaknya pengguna jasa fotokopi ini 
menggunakannya untuk keperluan pendidikan ditambah lagi apabila buku 
tersebut sangat sulit didapatkan dan murah dibandingkan dengan buku 
aslinya. 
Penggandaan atau fotokopi buku merupakan pelanggaran hak 
cipta, di mana penggandaan tersebut dilakukan tanpa seizin pencipta 
karena telah melanggar hak ekonomi pencipta. Dari hasil penelitian 
penulis sendiri toko buku yang menjual buku fotokopi tetap 
memperhatikan hak moral pencipta seperti tetap mencantumkan nama 
                                                          
69 Hasil wawancara oleh Pak Andi Kurniawan di Direktorat Jendral HKI Jakarta Selatan pada 
tanggal 22 September 2015 pukul 11.00 WIB. 
70 Pembajakan Buku, diterbitkan oleh IKAPI Pusat, Hlm. 9. 
71 Hasil wawancara  oleh Mahasiswa atas Nama Nurul Ardianti pada tanggal 18 September 2015 
pukul 18.38 WITA. 
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pencipta. Namun dari segi hak ekonominya yaitu mendapatkan manfaat 
ekonomi atas ciptaannya hanya dinikmati oleh toko buku yang menjual 
fotokopi buku saja. Padahal toko buku tersebut telah menggandakan, 
menerjemahkan, mendistribusikan ciptaan dan salinanya, bahkan 
penyewaan ciptaan tanpa izin pencipta dan melakukan penggandaan dan 
pengunaan secara komersial ciptaan tersebut. Ketika buku tersebut 
digandakan serta bertujuan komersial tanpa izin pencipta maka yang 
terjadi adalah pelanggaran serta sanksi yang harus ditetapkan akibat dari 
kegiatan tersebut. Dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa setiap orang dengan 
tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta yang 
melakukan pelanggaran hak ekonomi (penerbitan, penggandaan, 
pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan) 
dengan tujuan komersial dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda 
paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 
Berikut tabel yang menggambarkan jumlah hak cipta terdaftar di 
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan: 
 
No. 
Buku Terdaftar 
dalam Satuan 
Tahun 
1. 3 2010 
2. 0 2011 
3. 2 2012 
4. 1 2013 
5. 1 2014 
6. 4 2015 
 
Tabel 1: Hasil Wawancara di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM 
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Menurut Ibu Norzema pendaftaran ciptaan buku di Kantor Wilayah 
Sulawesi Selatan sangat sedikit, padahal dari segi harga bahkan proses 
untuk pendaftaran suatu ciptaan buku tidaklah mahal dan mudah di 
proses. Suatu ciptaan sepanjang tidak didaftarkan baik di Kantor Wilayah 
maupun di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sendiri, pencipta 
tetap mendapatkan perlindungan hak cipta atas buku karena dalam 
ketentuan hak cipta sendiri mengatakan bahwa setiap ide yang tertuang 
dalam bentuk buku misalnya tetap dilindungi hak cipta. 
Sedangkan menurut Pak Andi Kurniawan  selaku Sekretaris Bidang 
Pelayanan Hukum di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sendiri 
mengatakan bahwa data mengenai  pendaftaran hak cipta atas buku  dan 
laporan baik dari pencipta/penerbit maupun masyarakat mengenai 
pelanggaran hak cipta buku sangat sedikit. Apalagi data mengenai 
laporan pelanggaran hak cipta atas buku baik lokal maupun internasional 
sudah dialihkan kepada penyidik, sehingga data di Direktoral Jendral Haki 
hanya mengenai data pendaftaran hak cipta serta keterangan ahli 
mengenai pelanggaran hak cipta. Alasan kurangnya laporan baik dari 
penulis/penerbit bahkan masyarakat sendiri karena menganggap bahwa  
tidak masalah apabila buku tersebut digandakan baik secara sebagian 
ataupun keseluruhan dengan tujuan pendidikan. Dengan demikian bila 
diamati secara seksama, dari pihak penulis/penerbit sendiri juga tidak 
antusias apabila buku mereka digandakan tanpa seizininnya terutama 
menyangkut hak ekonomi atas buku mereka. Dari pihak masyarakatpun 
juga  kurang memberikan apresiasi kepada penulis selaku pencipta buku 
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dengan menghargai karya cipta buku mereka dengan  cara membeli buku 
yang asli, bukan buku fotokopi. Mengenai laporan pelanggaran hak cipta 
di Direktorat Jendral Haki sendiri kebanyakan berupa musik dan 
sinematografi.  
Dalam undang-undang yang baru juga dibentuk Lembaga 
Manajemen Kolektif (LMK) yang di dalamnya saling terkait antara 
pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait lainnya. Walaupun 
Lembaga Manajemen Kolektif ini sebelumnya dikhususkan untuk lagu, 
namun sekarang difokuskan hingga perlindungan hak cipta atas seni tari, 
seni lukis, bahkan ilmu pengetahuan sendiri. Bila di korelasikan dengan 
judul penelitian penulis, menurut beliau maka baik jasa fotokopi dan toko 
buku yang menjual fotokopi buku dapat bergabung dengan Lembaga 
Manajemen Kolektif ini. Sehingga baik kepentingannya maupun 
kepentingan pencipta buku tidak terabaikan. Maka dengan demikian 
penulis dapat pro aktif dari segi ekonominya (bagi hasil) terhadap jasa 
fotokopi dan toko buku yang menjual fotokopi buku. Mau bagaimanapun 
keadaannya pelaku usaha jasa fotokopi dan toko buku tetap harus 
melapor ke penulis atau penerbit buku mengenai berapa bukunya yang di 
produksi hingga sistem bagi hasil. Hal ini juga berlaku bagi negara lain 
yang bukunya diproduksi dan di terjemahkan di Indonesia. Perlindungan 
hukum pencipta tetap berlaku sepanjang negara tersebut dan negara 
Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dan negara Indonesia dan 
negaranya sama-sama memiliki perjanjian multirateral mengenai 
perlindungan hak cipta. 
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B. Kedudukan Hukum Pelaku Usaha Fotokopi Buku. 
Sejatinya buah karya berupa buku yang ditulis oleh seorang 
pengarang yang telah diterbitkan secepatnya dapat disebarluaskan 
kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui, adakalanya karya seorang 
pengarang belum terbit tapi sudah dipromosikan oleh penerbit. Penikmat 
buku tentu ingin segera memiliki buku tersebut apalagi yang mengarang 
adalah pengarang yang sudah dikenal luas tugas penyebaran hasil karya 
ini dikoordinasikan oleh penerbit sebagai pemegang izin dari pengarang 
untuk memperbanyak dan menyebarluaskan, sehingga masyarakat yang 
ingin mendapatkan hasil karya dari seorang pengarang dapat segera 
membeli karya tersebut. Yang menjadi masalah adalah, apakah hasil 
karya tersebut dapat langsung dibeli oleh masyarakat? Selain itu ada 
kemungkinan lokasi perusahaan penerbitan berjauhan dengan tempat 
tinggal pembeli. Jika demikian halnya, tujuan untuk menyebarluaskan 
hasil karya pengarang terbatas daya jangkaunya. Untuk mengatasi 
masalah ini penerbit mengadakan kerja sama dengan distributor dan toko 
buku. Adapun pengertian tentang distributor antara lain dijabarkan dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Repulik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Buku. Pada Pasal 1 angka 9 ditentukan bahwa: “Distributor 
buku yang selanjutnya disebut distributor adalah orang perseorangan, 
kelompok orang, atau badan hukum yang memperdagangkan buku dalam 
volume besar dengan cara membeli buku dari penerbit dan menjualnya 
kembali kepada distributor eceran buku”. Selanjutnya dalam Pasal 1 
angka 10 ditentukan bahwa: “Distributor eceran buku yang selanjutnya 
disebut pengecer adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau 
badan hukum yang memperdagangkan buku dengan cara membeli dari 
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penerbit atau distributor dan menjualnya kembali secara eceran kepada 
konsumen akhir”.72 
Peranan distributor dan toko buku adalah penyebarluasan suatu 
produk buku dapat dilihat dalam kode etik Ikatan Penerbit Indonesia 
(IKAPI) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1982. 
Dalam salah satu ketentuannya dikemukakan bahwa penerbit anggota 
IKAPI harus mengusahakan sebanyak mungkin untuk menyalurkan buku-
buku yang diterbitkannya dengan perantaraan penyalur utama (grosir), 
pengecer, dan sedapat-dapatnya menghindari pelayanan langsung 
kepada konsumen. 
Berdasarkan kode etik IKAPI yang dimaksud, maka secara teoritis 
adalah kurang etis kalau penerbit melayani pembeli secara perorangan, 
sebab di dalam kode etik dikemukakan sedapat mungkin penyaluran buku 
melalui penyalur utama. Hal ini menunjukkan bahwa distributor dan toko 
buku merupakan mata rantai yang cukup penting dalam industri buku. 
Oleh karena itu, dapat dilihat dari berbagai toko buku tidak hanya tempat 
untuk menjual buku melainkan juga arena promosi buku-buku baru bagi 
penerbit. Lewat media display yang ada di toko buku para konsumen buku 
dapat langsung melihat buku dari berbagai penerbit baik dari luar negeri 
maupun dari dalam negeri. 
Apabila kode etik ini dapat ditaati secara konsisten oleh semua 
pihak khususnya anggota IKAPI, agaknya masalah pembajakan buku 
yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan secara 
ilegal, sebenarnya dapat dihindari dengan mengikutsertakan distributor 
                                                          
72 Sentosa Sembiring, op.cit., hlm. 38. 
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dan toko buku sebagai pengawas di lapangan. Dengan cara seperti ini, 
ruang gerak pembajak dapat diatasi sekecil mungkin. 73 
Untuk itu, sudah waktunya untuk meningkatkan kerja sama yang 
lebih intensif baik antara toko buku dan distributor dengan penerbit dalam 
hal pendistribusian buku, sehingga masalah pelanggaran hak cipta yang 
merupakan musuh utama penerbit, dapat diawasi secara langsung oleh 
toko buku dan distributor. Selain itu, masalah klasik yang belum juga 
berhasil dipecahkan yakni perihal harga buku yang dianggap oleh 
sebagian masyarakat masih relatif mahal. Dampaknya adalah toko buku 
yang bermodal kecil semakin redup pembeli. Untuk mengatasi masalah ini 
tampaknya antara pengelola toko buku dengan penerbit perlu duduk 
bersama untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.74 
Beberapa aspek mengenai  penyebab terjadinya pembajakan buku 
yaitu;75 
a. Dilihat dari sudut ekonomi. 
Melihat harga buku yang resmi dari penerbit relatif cukup mahal, 
tentu para konsumen buku khususnya dan masyarakat pada 
umumnya tidak mampu membeli buku. Sementara itu, buku yang 
diperjualbelikan tersebut sangat dibutuhkan. Untuk mengatasi 
                                                          
73 Sentosa Sembiring, op.cit.,  Hlm. 39. 
74 Tampaknya kondisi ini telah disadari oleh berbagai pihak. Sebagaimana diungkapkan dalam 
“Konten Online”, untuk mengatasi industri toko buku yang semakin meredup, Gabungan Toko 
Buku Indonesia (GATBI) pada bulan Februari 2011 mengundang pengurus Ikatan Penerbit 
Indonesia (IKAPI) untuk menyelesaikan persoalan ini. Lihat “Penerbit dan Pengusaha Toko Buku 
Bakal Bertemu untuk Selamatkan Industri Buku”. Tersedia di 
http://arsipberita.com/show/penerbit-dan-pengusaha-toko-buku-bakal-bertemu-untuk-
selamatkan-industri-buku-152589.html, diunduh tanggal 28 Maret 2011. 
 
75 Sentosa Sembiring, op.cit.,  Hlm. 110. 
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kebutuhan konsumen tersebut pada umumnya yang bersangkutan 
mencari ke pusat penjualan buku-buku yang menyediakan dengan 
harga diskon khusus. Yang menjadi masalah adalah buku yang 
dicari itu belum tentu ada di tempat tersebut karena buku baru 
terbit. Dalam suasana seperti inilah para pedagang buku yang 
bermata jeli akan berusaha untuk memanfaatkan kondisi yang 
demikian, untuk mencari keuntungan dengan cara ilegal, yakni 
dengan pembajakan terhadap buku-buku yang termasuk dalam 
kategori best seller.  
Disebut ilegal karena dalam hal pembajak buku tersebut tidak 
meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan 
cara demikian pihak pembajak dapat segera menikmati untung 
karena pembajak tidak perlu membayar royalti dan pajak 
penghasilan. Biasanya harga buku-buku bajakan ini jauh di bawah 
harga resmi, malah kadang-kadang bisa mencapai separuh harga 
resmi. 
Dalam kaitan banyaknya pembajakan buku yang membawa 
dampak tidak saja bagi penerbit yakni buku asli lambat dalam 
penjualan bahkan bisa jadi menumpuk di gudang penerbit. Dengan 
demikian memproduksi buku menjadi hilang. Singkatnya penerbit 
mengalami kerugian. Sedangkan kerugian bagi pengarang tidak 
mendapatkan honorarium. Untuk mengatasi masalah ini ada satu 
gagasan dari kalangan penerbit untuk membentuk lembaga 
pengumul royalti. Diharapkan lembaga ini dapat mengurusi 
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masalah royalti pengarang. Sebagaimana diungkapkan oleh Awod 
Said, melihat fakta banyaknya pembajakan, yang berakibat 
pembayaran royalti kepada penulis, kalangan penerbit buku 
ternyata ingin meniru para seniman di industri musik. Kalangan 
penerbit ingin memiliki lembaga yang memungut dan 
mengumpulkan royalti buku atau collecting society sebagaimana 
Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) di industri musik. Dengan 
memasukkan lembaga semacam itu diharapkan pemenuhan hak-
hak ekonomi penulis bisa terpenuhi, sekaligus mengurangi praktik 
pembajakan buku, ujar Ketua Kompartemen Organisasi, Hukum 
dan Hak Cipta IKAPI itu.76 Hal ini tentu merupakan suatu gagasan 
yang menarik. Seperti halnya di negara-negara maju telah 
mempunyai lembaga, misalnya asosiasi pengarang. Asosiasi inilah 
yang mengelola hal yang terkait dengan hak cipta pengarang. 
b. Kemajuan Teknologi di Bidang Penerbitan Buku 
Kemajuan teknologi membawa pengaruh pula ke dalam bidang 
grafika atau cetak-mencetak dan penerbitan buku. Sebagai contoh 
konkret dapat dilihat munculnya mesin fotokopi moderen, hasil dari 
fotokopi tersebut kadang-kadang sulit untuk dibedakan dengan 
yang asli. Demikian halnya dalam bidang grafika, dengan 
munculnya mesin-mesin teknologi mutakhir, buku-buku yang sudah 
jadi tinggal difoto lalu dipindahkan ke plate yang siap untuk dicetak. 
Bagi orang awam memang sulit untuk membedakan antara buku 
                                                          
76 Lihat: “IKAPI Usulkan Collecting Society untuk Industri Perbukuan”. Termuat dalam 
www.hukumonline.com, edisi Kamis, 24 Juli 2008, diunduh 1 April 2011.  
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yang asli dengan dengan buku hasil bajakan. Yang dapat 
membedakan hanyalah orang-orang yang sudah berkecimpung 
dalam dunia penerbitan buku. Lagi pula bagi orang awam tidak 
menjadi masalah apakah buku asli atau bajakan yang penting 
bukunya bagus, murah, sehingga dapat terjangkau sesuai dengan 
kemampuan daya belinya. 
c. Lambannya Distribusi Buku ke Daerah. 
Pada umumnya penerbit buku tinggal di kota-kota besar. 
Perhatikan misalnya daftar nama dan alamat penerbit yang 
tergabung dalam IKAPI sebagian besar tinggal di Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. Dalam hal pendistribusian buku ke daerah 
menimbulkan masalah tersendiri yaitu transportasi mengenai siapa 
yang memikul biaya transportasi buku tersebut. Dalam situasi 
seperti ini tentunya pembeli akan berpaling ke pasar bebas untuk 
mencari buku yang diinginkannya. Bila ke tempat penjualan seperti 
ini, kemungkinan buku yang dibeli hasil bajakan suatu hal yang 
biasa terjadi. 
 
Dari ketiga faktor ini sejalan dengan hasil wawancara penulis kepada 
toko buku yang menjual fotokopi buku dengan alasan permintaan dari 
mahasiswa dan buku tersebut dijual lebih murah dari aslinya walaupun 
saat itu buku tersebut sedang dijual di toko buku.77  
                                                          
77 Hasil  wawancara  oleh Muh. Takrim selaku penjaga di Toko Buku Al-Farabi pada tanggal 8 
September 2015 pukul 14.30 WITA dan Zulkhair selaku pemilik Kedai Buku Jenny tanggal 12 
September 2015 pukul 18.30 WITA 
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Banyak hal yang menyebabkan penggandaan buku secara ilegal 
terus berlanjut. Berikut hasil pendapat responden  yang dapat 
digambarkan melalui grafik di bawah ini:78 
 
 
 Tabel 2: Hasil wawancara kepada Pelajar, Mahasiswa, dan 
Pegawai 
 
Dari kesimpulan responden baik kalangan pelajar, mahasiswa, 
maupun  pegawai alasan menggunakan jasa fotokopi buku atau membeli 
buku fotokopi untuk pendidikan menjadi faktor utama. Apalagi buku 
tersebut sangat sulit ditemukan  karena sudah lama atau belum terlalu 
banyak beredar di pasaran sehingga mencari jalan alternatif dengan 
fotokopi buku. Dari hasil wawancara responden juga belum paham  
mengenai ketentuan dari Undang-Undang Hak Cipta mengenai 
                                                          
78 Hasil wawancara kepada Pelajar, Mahasiswa, dan Pegawai yang dilakukan pada tgl. 6-20 
September 2015. 
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pembatasan fotokopi buku. Dengan kehadiran  pelaku usaha jasa fotokopi 
buku dan toko buku para responden sebagian merasa terbantu.  
Sebagian responden yang tidak setuju dengan adanya jasa 
fotokopi dan toko buku yang menjual fotokopi buku menyarankan 
sebaiknya menjual buku asli karena apabila dibandingkan dari segi 
harganya tidak jauh berbeda bahkan terkadang lebih mahal dari buku 
aslinya. Jika memang sulit ditemukan buku yang asli karena buku tersebut 
sudah lama, sebaiknya pelaku usaha tersebut memperoleh izin dahulu 
dari pencipta buku sehingga tidak melanggar hak cipta buku.  
Berikut tabel yang menggambarkan jumlah toko buku yang menjual 
dan tidak menjual fotokopi buku wilayah Makassar: 
 Ya Tidak Total 
Menjual Buku 
Fotokopi 
3 7 10 
Memfotokopi Buku 1 9 10 
Izin Fotokopi 1 9 10 
Tabel 3: Hasil Responden terhadap Toko Buku 
Dengan memperhatikan tabel di atas yang merupakan dari hasil 
wawancara penulis terhadap  pelaku usaha toko buku seperti Gramedia 
Panakukkang, Gramedia Mall Ratu Indah, Toko Buku Papirus, Toko Buku 
Arena Ilmu, Toko Buku Graha Media, Toko Buku Aesculapius, dan Toko 
Buku Dunia Ilmu79 tidak menjual fotokopi buku karena tidak setuju dengan 
                                                          
79 Hasil penelitian wawancara  dengan Alexander selaku penjaga di Toko Buku Arena Ilmu pada 
tanggal 6 September 2015 pukul 17.00 WITA,  Zulham Yusuf selaku pemilik Toko Buku Papirus 
tanggal 7 September 2015 pukul 17.30 WITA, Rony Christianto selaku penjaga Toko Buku Bina 
Ilmu pada tanggal 8 September 2015 pukul 10.30 WITA,  Alious Misa selaku supervisor Toko Buku 
Gramedia Panakukkang pada tanggal 8 September 2015 pukul 13.00, Fatimah selaku supervisor 
Toko Buku Graha Media pada tanggal 15 September 2015 pukul 13.30 WITA, Nurlina selaku 
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adanya fotokopi buku, selain melanggar hak cipta penulis/penerbit juga 
merugikan dari segi ekonomi penulis/penerbit. Sedangkan Toko Buku Al-
Farabi,Kedai Buku Jenny, dan Toko Buku Rausyan Fikr menjual fotokopi 
buku dengan alasan adanya permintaan dari pembeli maka buku fotokopi 
akan disediakan karena buku tersebut sudah sangat lama dan diperlukan 
untuk keperluan pendidikan. Hanya satu toko buku yang memperoleh izin 
dari penulis/penerbit yaitu Toko Buku Rausyan Fikr berupa perjanjian 
memperbanyak dan menyewakan ciptaan dalam bentuk buku.  
Toko buku lainnya seperti Toko Buku Arena Ilmu menolak untuk 
dimintai wawancara dengan alasan sangat sibuk dan tidak memiliki waktu 
untuk penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Jasa fotokopi seperti 
Ende Jaya dan New Agung, Toko Buku Mizan, Toko Buku Karisma, dan 
Toko Buku Citra Ilmu sudah ditutup dan sebagian beralih fungsi. 
Bila dilihat dari bentuk perusahaannya, toko buku yang berbadan 
hukum yang menjual fotokopi buku adalah Rausyan Fikr dalam bentuk 
Yayasan. Sedangkan toko buku yang berbadan hukum dan tidak menjual 
fotokopi buku adalah Gramedia yang merupakan anak perusahaan dari 
PT. Gramedia Asri Indonesia dan Graha Media yang merupakan anak 
perusahaan dari PT. Media Mitra Bersama. Sedangkan toko buku yang 
tidak berbadan hukum baik menjual dan tidak menjual fotokopi buku tidak 
ada. 
Toko Buku Al-Farabi, Kedai Buku Jenny, Dunia Ilmu, Bina Ilmu, 
Papirus, dan Aesculapius merupakan perusahaan perseorangan 
                                                                                                                                                               
supervisor Toko Buku Aesculapius pada tanggal 12 September 2015 pukul 17.00 WITA, dan 
Ahmad selaku penjaga Toko Buku Rausyan Fikr pada tanggal 12 September 2015 pukul 18.30 
WITA.  
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(perusahaan dagang). Semua toko buku ini hanya memiliki izin mendirikan 
usaha saja, modal milik satu orang, dan sesuai dengan kehendak 
pengusaha. Sehingga jelas terlihat bukan perusahaan badan hukum dan 
tidak termasuk dalam persekutuan atau perkumpulan.  
Dalam kaitannya penerbitan buku, pengalihan hak cipta tertuang 
dalam suatu perjanjian penerbitan. Dalam perjanjian penerbitan buku, 
dicantumkan apa hak dan kewajiban penulis dan penerbit. Hak cipta buku 
tetap ada pada penulis, sedangkan pihak penerbit hanya mempunyai hak 
untuk menerbitkan atau dengan meminjam istilah yang dipakai dalam 
Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk mengumumkan atau 
memperbanyak suatu ciptaan.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
80 Sentosa Sembiring, op.cit., hlm. 85. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1) Perlindungan hukum terhadap pencipta yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta adalah dengan 
dilakukannya sosialisasi mengenai Undang-undang Hak Cipta yang 
dilakukan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kantor 
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan 
tiap tahunnya ke daerah-daerah tertentu. 
2) Kedudukan hukum pelaku usaha fotokopi buku dan toko buku 
sebagian merupakan berbadan usaha dan sebagian lagi hanya 
usaha perseorangan. Namun rata-rata hanya memiliki izin utuk 
mendirikan usaha dan tidak adanya perjanjian tertulis dengan 
penulis atau penerbit mengenai penggandaan hak cipta atas buku 
dengan tujuan komersial. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat diutarakan oleh penulis, yakni: 
1) Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam 
menangani masalah pelanggaran hak cipta khususnya 
penggandaan buku tanpa seizin pencipta apalagi dengan tujuan 
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komersial, mengingat kondisi masyarakat yang selalu mencari 
celah agar dapat mudah mengakses buku dengan tujuan 
pendidikan yaitu dengan mengadakan sosialisasi mengenai 
Undang-Undang Hak Cipta yang baru kepada masyarakat umum 
secara terus menerus sehingga aturan tersebut menjadi kondusif. 
Sedangkan untuk penulis dan penerbit harus pro aktif apabila 
mengetahui bukunya telah diperbanyak tanpa sepengetahuannya 
sehingga baik dari segi hak moral dan hak ekonominya terlindungi. 
2) Bagi pelaku usaha jasa fotokopi buku dan toko buku yang menjual 
buku fotokopi dengan alasan kebutuhan pendidikan dan buku 
tersebut sulit ditemukan maka alangkah lebih baik bergabung 
dalam Lembaga Manajemen Kolektif sehingga baik kepentingannya 
dan kepentingan penulis tidak terabaikan dari segi hak moral dan 
hak ekonomi.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
72 
DAFTAR PUSTAKA 
Ahmadi Miru. 2005. Hukum Merek. Cara Mudah Mempelajari Undang-
Undang merek. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. 
Ajip Rosidi. 1984. Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang 
Awam. Djambatan: Jakarta. 
Arthur Lewis. 2014. Dasar-Dasar Hukum Bisnis: Introduction to Business 
Law, PT. Nusa Media: Bandung. 
Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. Hak Kekayaan Intelektual 
dan Budaya Hukum. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 
Edy Damian. 2002. Hukum Hak Cipta. Alumni: Bandung. 
Elyta Ras Ginting. 2012. Hukum Hak Cipta Indonesia. PT. Citra Aditya 
Bakti: Bandung. 
Frederick Abbott, Thomas Cotltler and Francis Gurry. 1999. The 
International Intellectual Property System: Commentary and 
Materials. Kluwer Law International: Netherlands. 
H. OK. Saidin, 2010. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual 
Property Rights). Rajawali Pers: Jakarta.   
Hasbir Paserangi. 2011. Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum 
Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam 
Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di 
Indonesia. Rabbani Press: Jakarta. 
Henry Soelistyo. 2011. Hak Cipta Tanpa Hak Moral. PT. Raja Grafindo 
Persada: Jakarta. 
M. Hutauruk. 1982. Peraturan Hak Cipta Nasional. Erlangga: Jakarta. 
Mariam Darus Badrulzaman. 1983. Mencari Sistem Hukum Benda 
Nasional. BPHN-Alumni: Bandung. 
Midian Sirait. 2008. Revitaslisasi Pancasila. Kata Hasta Pustaka: Jakarta. 
Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. 2007. Pengenalan Hak 
Kekayaan Intelektual. Konsep Dasar Kekayaan Intelektual 
untuk Penumbuhan Inovasi. PT Macanan Jaya Cemerlang. 
Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. 2003. Hak Milik Intelektual: 
Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia. PT. Citra Aditya 
Bakti: Jakarta. 
73 
R.Soebekti dan R.Tjitrosudibio, 1996, Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata. Pradya Paramita: Jakarta. 
Sentosa Sembiring. 2013, Aspek-aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku. 
Nuansa Ilmu: Bandung. 
Sophar Maru Hutagulung. 2012. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya 
dalam Pembangunan. Sinar Grafika: Jakarta. 
Sri Soedewi. 1981. Hukum Perdata: Hukum Benda. Liberty: Yogyakarta. 
Sudargo Gautama. 1995. Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual.  PT. 
Ereso Anggota IKAPI: Jakarta. 
Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. Komersialisasi Aset Intelektual 
Asek Hukum Bisnis. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: 
Jakarta. 
Tomi Suryo Utomo, 2010. Hak Kekayaan Intelektual di Era Global. Graha 
Ilmu: Yogyakarta. 
 
Peraturan perundang-undangan 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta 
 
Skripsi 
Latrah. 2012. Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi. Skripsi 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar 
 
Website 
Anonim, 2014, Perlindungan Hukum, diakses dari  
http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-
menurut-para-ahli, diakses pada tanggal 15 Maret  2015. 
 
 
 
